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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan 

yang dapat diambil adalah: 

1. Pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional merupakan Lex Specialis dari Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Maka, 

ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara pemain 

sepakbola profesional dengan klub sepakbola di Indonesia adalah 

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Undang-

Undang Ketenagakerjaan sebagai Lex Generalis-nya. Tetapi 

terdapat kelemahan jika memberlakukan Undang-undang Sistem 

Keolahragaan Nasional dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

semata tanpa memperhatikan dan mengakui peraturan FIFA dan 

PSSI. Karena akan terdapat kekosongan hukum dimana tidak ada 

hal-hal yang tidak diatur baik di dalam Undang-undang Sistem 

Keolahragaan Nasional maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan 

dan konflik norma antara sistem hukum nasional dengan sistem 

hukum olahraga (Lex Sportiva). Seperti, hubungan hak-kewajiban 

antara pssi, klub dan pemain sepak bola dalam hal pemanggilan 
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pemain ke tim nasional, waktu kerja pemain sepak bola 

profesional, negara tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap klub, 

dan hukum yang dipakai jika menyelesaikan sengketa pemain 

sepak bola dengan klub melalui pengadilan hubungan industrial. 

Dengan berbagai kekurangan tersebut, maka pengaturan 

mengenai pemain sepakbola profesional tidak dapat mengacu 

kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

2. Forum penyelesaian sengketa antara pemain sepakbola 

professional dengan klub sepakbola di Indonesia harus melihat 

dari klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak pemain 

sepakbola dengan klub sepakbola dan juga berdasarkan pada 

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional. Diawali dengan musyawarah dan mufakat, 

jika musyawarah dan mufakat gagal dapat dilanjutkan melalui 

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain dan jika melalui 

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain tidak tercapai 

penyelesaian, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui 

pengadilan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 
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1. Perlu dibentuk Undang-Undang khusus atlet, karena Undang-

Undang Ketenagakerjaan saat ini kurang mengakomodir 

kepentingan atlet sebagai tenaga kerja dan juga perlu ada 

perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Keolahragaan 

Nasional, terutama mengenai forum penyelesaian sengketa. 

Undang-Undang harus jelas dalam menentukan batasan 

pengertian sengketa keolahragaan kemudian forum mana yang 

dapat dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa dan hukum 

mana yang diterapkan jika terjadi sengketa. Karena jika tidak, akan 

terjadi benturan sistem hukum, konflik norma, dan terjadi 

ketidakharmonisasian antara sistem hukum nasional dengan sistem 

hukum FIFA (Lex Sportiva). 

2. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai upaya harmonisasi sistem hukum 

nasional dengan sistem hukum olahraga (Lex Sportiva) agar bisa 

berjalan selaras dan saling melengkapi satu dengan yang lain. 
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